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The purpose of this study is to analyze and to provide empirical evidene about the accountability, public 
participation, transparency of public, and knowledge of the budget on financial oversight. The population in this 
research are members of the concil who work in the DPRD Karanganyar. The study sample is 45 legislators of 
Karanganyar from all commission participated in the survey. The research data was obtained from questionnaires. 
The data analysis method used is multiple linear regression analysis, where accountability, public participation, 
transparency of public and knowledge of the budget as independent variable while financial oversight as dependent 
variable. The results of this study indicate that the accountability, public participation, transparency of public, and 
knowledge of the budget have significant effect on financial oversight area.  
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan untuk memberikan bukti empiris 
tentang akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan 
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD di Kabupaten Karanganyar. Sampel dari 
penelitian ini adalah 45, dimana semua anggota DPRD dijadikan sebagai sampel dalam penelitian 
ini. Data yang diperoleh dari kuesioner. Metode yang digunakan adalah dengan analisis regresi 
linier berganda, dimana akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, 
dan pengetahuan dewan tentang anggaran sebagai variabel independen, serta pengawasan 
keuangan daerah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas 
publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang 
anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
 





APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menetukan berhasil tidaknya 
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan 
desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah 
yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, 
dan akuntabel. Otonomi daerah merupakan wujud nyata untuk mendukung terselenggaranya good 
governance. Good governance itu sendiri adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada 
pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2002). 
Pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan 
masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti dan memahami aspirasi–
aspirasi yang ada dalam masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan bisa bersifat 
demokratis, transparan, dan bertanggungjawab. Harapan ini terwujud jika seluruh kompenen 
pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik, kemungkinan pemerintah daerah akan leluasa 
untuk melakukan penyalah gunaan dan penyelewengan penyelenggaraan pemerintah, khususnya 
dalam hal pengelolaan APBD (Mayasari, 2012). 
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) 
terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan 
merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas 
pemerintah di daerah atau pusat dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara 
berdaya guna (Halim, 2002: 146).  
Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, 
tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal 
ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan 
kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan 
umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak 
penyimpangan (Manginte, dkk,  2015).  
DPRD dituntut menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, 
pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. 
Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang 
diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang anggaran 
yang diikuti oleh anggota dewan (Pangesti, 2013). 
Pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang 
Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. 
Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132 dan 
133 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
daerah tentang APBD (Manginte, dkk, 2015). 
Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan 
pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan 
meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewewujudkan anggaran yang efektif 
diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan 
kebijakan anggaran (Utami dan Efrizal, 2013). Mardiasmo (2003) mengatakan bahwa indikator-
indaktor yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat ini adalah pelibatan 
masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, 
masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD, pelibatan masyarakat 
dalam penyusunan APBD, pelibatan masyarakat dalam advokasi. 
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Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas 
instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan 
hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan 
standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan 
sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, menurunnya 
kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah (Yulinda dan Lilik, 2010).  
 
B. TI JAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
1. Teori Signal (Signalling Theory) 
Teori keagenan apabila dihubungkan dengan sektor publik berarti masyarakat 
berperan sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik (owner) dan pelanggan 
(customer). Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi 
pelayanan kepada masyarakat (civil service) atau dengan kata lain sebagai manajemen. Dalam 
organisasi sektor publik, pemerintah daerah/ Pemda berperan sebagai agen dan publik/ 
masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk 
mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis 
adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Dari sisi teori keagenan, dapat dinyatakan 
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap anggaran yang dilaksanakan 
oleh eksekutif merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi adanya asimetri informasi 
atau mengurangi ketidakpastian. Pengawasan diperlukan untuk mengukur dan 
memprediksi tujuan serta peluang untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas yang 
sesuai dengan yang diharapkan (Mayasari , 2012). 
 
2. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.  
Berdasar ketentuan tersebut ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak 
daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) 
kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar 
tagihan pihak ketiga; (3) penerimaan daerah; (4) pengeluaran daerah; (5) kekayaan daerah 
yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, 
puitang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan 
yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh 
pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau 
kepentingan umum (Manginte,dkk, 2015).  
 
3. Pengawasan Keuangan Daerah 
Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk 
menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan 
dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2002) pengertian pengawasan APBD 
adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan 
daerah, dan pengeluaran daerah berjalan ssuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan 
yang telah ditetapkan. 
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Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan 
pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap 
pada penyusunan dan pelaporan APBD. 
Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. 
Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan, 
pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Tujuan adanya pengawasan 
APBD adalah untuk menjaga agar: (1) anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) 
pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) pelaksanaan 
APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Wiyana, 2012).  
 
4. Akuntabilitas Publik 
Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan 
pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, 
harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, 
yaitu hak untuk diberi informasi, didengar aspirasinya dan diberi penjelasan (Mardiasmo, 
2004: 226). 
Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, instansi pemrintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun 
laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP). Dalam rangka penerapan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan 
pelaksanaannya, pelaporan keuangan dan kinerja di lingkungan instansi pemerintah juga 
merupakan bagian yang penting meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi 
pemerintahan. 
Penyusunan LAKIP merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Sama halnya dengan fungsi 
manajemen pada umumnya, SAKIP meliputi kegiatan perencaan kinerja, pengukuran 
kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk dapat mengembangkan SAKIP 
dengan baik pada instansi pemerintah diperlukan adanya komitmen kesungguhan untuk 
mengikutin ketentuan yang sudah ditetapkan. 
 
5. Partisipasi Masyarakat 
Dobell dan Ulrich (2002) dalam Utami dan Efrizal (2013) menyatakan bahwa ada 
tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan masyarakat, 
memberdayakan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Salah satu efek positif 
adanya partisipasi masyarakat adalah pertukaran informasi yang efektif. Untuk menciptakan 
akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat 
dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. 
DPRD sebagai lembaga legilatif daerah memiliki tugas dan fungsinya sebagai 
penyalur aspirasi masyarakat. Konsekuensinya DPRD harus mengerti fungsinya, mengerti 
rakyat, mengerti aspirasinya dan masalah dan kepentingan yang dihadapinya. Kualitas 
pemahaman anggota dewan terhadap fungsi dan aspirasi rakyat tersebut menuntut DPRD 
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untuk memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang luas dan 
mendalam. Pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan keterampilan termanifestasi melalui 
pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman (Jimung, 2004 dalam Mayasari, 2012). 
 
6. Transparansi Kebijakan Publik 
Dalam ranah keuangan publik, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
menuntut adanya trasparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan 
memang meruapakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan 
ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan 
transparansi. 
Transparansi kebijakan pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena transparansi 
dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, informasi perlu dapat diakses oleh orang-
orang yang berkepentingan dan informasi tersebut harus memadai agar dapat dimengerti dan 
di pantau oleh orang-orang yang membutuhkan informasi. Pengertian tersebut sejalan dengan 
UU No.14 Tahun 2008 bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang 
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format yang 
sesuai. 
Anggaran yang disusun oleh pihak eksektif dikatakan transparan jika memenuhi 
beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia 
dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat 
waktu; (4) Terakomodasi suara/ usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi 
kepada publik (Manginte, dkk, 2015). 
 
7. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 
Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sengat dibutuhkan, agar dapat 
melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat 
tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam 
menjalankan fungsinya (Utami dan Efrizal,  2013). Untuk dapat merealisasi fungsi dengan 
baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan.Pengawasan 
terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan 
kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan dan 
pengalaman (Winarna, 2006). 
Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan 
dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada 
tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang 
mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).Pengetahuan anggota DPRD tentang 
anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan 
penetapan APBD yang berlangsung saat ini ( Aira, 2015 ). 
Pengawasan dapat dilakukan dengan baik apabila anggota DPRD (legislatif) 
mempunyai pengetahuan yang memadai tentang anggaran, yaitu pengetahuan perencanaan 
anggaran, pengetahuan pelaksanaan anggaran, dan pengetahuan pertanggungjawaban 
anggaran. Pengetahuan anggaran yang lebih baik diharapkan pengawasan DPRD akan lebih 
optimal, anggota DPRD dapat lebih berperan dalam mengetahui cara menyusun anggaran, 
mendeteksi adanya pemborosan dan penyelewengan anggaran (Yudoyono, 2002 dalam 
Manginte, dkk, 2015). 
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8. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan APBD 
Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan 
masyarakat berjalan secara efektif. Kegagalan dalam menerapkan standar operasional 
prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan 
sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan 
masyarakat kepada lembaga pemerintahan. (Pramita dan Lilik,2010).  
H1 : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD. 
 
9. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan APBD 
Partisipasi Masyarakat, dalam penelitian Pramita dan Lilik (2010) Demi terciptanya 
akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam 
penyusunan dan pengawasan anggaran. menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat 
merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi 
menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.  
H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD. 
10. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan APBD 
Transparansi Kebijakan Publik, dalam penelitian Utami dan Efrizal (2013), 
transparansi adalah keterbukaan dalam proses penganggaran, penyusunan, dan pelaksanaan 
anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan 
akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 
kepentingan masyarakat, terutama karena menyangkut smua aspirasi dan kepentingan 
masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.  
H3 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan APBD.  
11. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD 
Pengetahuan Dewan, dalam penelitian Wiyana (2011)  kualitas dewan yang diukur 
dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja 
dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan 
dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Pengetahuan 
pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang 
menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Pengetahuan sebagai kepandaian yaitu 
segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan 
pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan 
yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat.  
H4 : Pengetahuan dewan perpengaruh terhadap pengawasan APBD. 
 
C. METODE PENELITIAN 
1. Jenis dan Data Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap anggota 
DPRD Kabupaten Karanganyar Periode 2014-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
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studi empiris dan interview pada pihak/ instansi terkait guna memperoleh gambaran yang jelas 
mengenai permasalahan dalam penelitian. 
 
2. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Karanganyar 
Periode 2014-2019, yang berjumlah 45 orang anggota yang terdiri dari 4 komisi. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
 
3. Variabel Operasional dan Pengukurannya 
          Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri atas empat variabel bebas (independen) 
yaitu akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan 
pengetahuan dewan tentang anggaran serta variabel terikat (dependen) yaitu pengawasan 
APBD. 
Pengukuran untuk semua variabel yaitu variabel dependen berupa pengawasan apbd 
dan variabel independen yang terdiri dari akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, 
transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran mengggunakan skala 
likert jenjang lima. Dengan memilih alternatif skala antara 1-5 dengan menunjukkan skala 
sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Angka 5 berarti “Sangat Setuju (SS),” angka 4 berarti 
“Setuju (S),” angka 3 berarti “Netral (N),” angka 2 berarti “Tidak Setuju (TS),” dan angka 1 
berarti “Sangat Tidak Setuju (STS)”. 
 
4. Metode Analisis Data 
Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
Y = α + β1AP + β2PM+ β3TKP + β4PDTA + e  
Dimana:  
Y       = Pengawasan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD)  
α          = Konstanta  
AP       = Akuntabilitas Publik  
PM      = Partisipasi Masyarakat  
TKP    = Transparansi Kebijakan Publik  
PDTA = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 
e         = error  
β         = Koefisien Regresi 
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogrov- 
Smirnov test dengan tingkat signifikansi 0.05 , jika signifikan > 0.05 maka data tersebut 
dikatakan berdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai kolmogrov smirnov nilai 
signifikansinya (p-value) adalah sebesar 0,771 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat 
dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi normal. 
Uji Multikolinearitas. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya 
masalah multikolinearitas digunakan metode Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF) 
dengan ketentuan nilai VIF berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga nilai tolerance > 0.1. 
Bedasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa masing-masing variabel bebas memiliki 
tolerance lebih dari 0,1 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi. 
Uji Heterokedastiisitas. Uji yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 
Glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolute residual dengan melihat signifikansinya 
terhadap derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansinya > 0.05 maka tidak terjadi 
heterokedastisitas. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini terlihat bahwa masing-masing 
variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, sehingga menunjukkan bahwa 
setiap variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan 
dalam analisis regresi. 
 
2. Uji Regresi Berganda 








(Constant) 13.929 3.032 4.594 0.000 
AP 0.270 0.100 2.692 0.010 
PM 0.192 0.076 2.528 0.016 
TKP 0.373 0.174 2.150 0,038  













 Sumber: Data primer diolah penulis, 2016  
 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi sebagai 
berikut: 
 
Y = 13.929 + 0.270 X1+ 0.192 X2 + 0.373 X3 + 0.187 X4 + e 
Untuk mengintepretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan 
Konstanta sebesar 13.929 dengan nilai positif menunjukkan bahwa akuntabilitas publik, 
partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran 
maka seharusnya memiliki kemampuan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).  
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Koefisien regresi  X1 yaitu akuntabilitas publik menunjukkan koefisien yang positif sebesar 
0.270 yang artinya, jika  variabel Akuntabilitas Publik meningkat maka Pengawasan Keuangan 
Daerah (APBD) akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika Akuntabilitas Publik menunjukkan 
koefisien negatif yang artinya variabel Akuntabilitas Publik menurun, maka Pengawasan Keuangan 
Daerah (APBD) akan mengalami penurunan. 
Koefisien regresi X2 yaitu partisipasi masyarakat menunjukkan koefisien yang positif 
sebesar 0.192 yang artinya, jika  variabel Partisipasi Masyarakat meningkat maka Pengawasan 
Keuangan Daerah (APBD) akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika Partisipasi Masyarakat 
menunjukkan koefisien negatif yang artinya variabel Partisipasi Masyarakat menurun, maka 
Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) akan mengalami penurunan. 
 Koefisien regresi X3 yaitu transparansi kebijakan publik menunjukkan koefisien yang 
positif sebesar 0.373 yang artinya, jika variabel transparansi kebijakan public meningkat maka 
pengawasan keuangan daerah (apbd) akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika transparansi 
kebijakan publik menunjukkan koefisien negatif yang artinya variabel transparansi kebijakan publik 
menurun, maka pengawasan keuangan daerah (apbd) akan mengalami penurunan.  
Koefisien regresi X4 yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran menunjukkan koefisien 
yang positif sebesar 0.187 yang artinya, jika  variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 
meningkat maka Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) akan mengalami peningkatan. 
Sebaliknya, jika Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran menunjukkan koefisien negatif yang 
artinya variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran menurun, maka Pengawasan Keuangan 
Daerah (APBD) akan mengalami penurunan. 
Nilai Adjusted R2 sebesar 0,618 hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah 
(APBD) sebesar 61,8% dapat dijelaskan oleh akuntabilitas publik, partiipasi masyarakat, 
transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran, sementara sisanya 
sebesar 38,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang diteliti atau yang tidak ikut 
terobservasi. 
 
3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Variabel akuntabilitas publik menunjukkan nilai sig sebesar 0.010 < 0.05 (5%) dan thitung >  
ttabel sebesar 2.692 > 2.021 maka H1 diterima, yang artinya tingkat akuntabilitas publik  
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai sig sebesar 0.016 < 0.05 (5%) dan 
thitung >  ttabel sebesar 2.528  > 2.021 maka H2 diterima, yang artinya tingkat partisipasi masyarakat 
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
Variabel transparansi kebijakan publik menunjukkan nilai sig sebesar 0.038 < 0.05 (5%) 
dan thitung  >  ttabel sebesar 2.150 > 2.021 maka H3 diterima, yang artinya tingkat transparansi 
kebijakan public berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran menunjukkan nilai sig sebesar 0.002 < 0.05 
(5%) dan thitung > ttabel sebesar 3.383 > 2.021 maka H4 diterima, yang artinya tingkat pengetahuan 







4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Hasil uji Simultan menunjukkan besarnya nilai Fhitung sebesar 18,759 > Ftabel (2,61) 
dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 
variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan sama 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
Nilai Adjusted R2 sebesar 0,618 hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah 
(APBD) sebesar 61,8% dapat dijelaskan oleh akuntabilitas publik, partiipasi masyarakat, 
transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran, sementara sisanya 
sebesar 38,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang diteliti atau yang tidak ikut 
terobservasi. 
 
5. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan APBD 
Akuntabilitas Publik, berdasarkan uji statistik t diketahui bahwa tingkat signifikansi 
akuntabilitas publik (AP) yaitu 0,010. Tingkat signifikansi variabel AP lebih kecil dari 0,05 hal 
ini berarti bahwa secara parsial akuntabilitas publik (AP) berpengaruh terhadap pengawasan 
keuangan daerah (APBD) . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan hipotesis pertama 
(H1) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Novatianti dan Nurmalita 
(2015), Mayasari (2012), Yuliusman ( 2012), Pramita dan Lilik (2010). 
Novatianti dan Nurmalita (2015) mengemukakan bahwa Anggota dewan harus dapat 
mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan yaitu salah satunya aktifitas pengawasan 
keuangan daerah. Dengan ini, dewan dapat memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka 
mampu dalam menggunakan anggaran dengan baik karena masyarakat memiliki hak dan 
kewenangannya atas pertanggangjawaban tersebut. Dengan demikian semakin tinggi 
akuntabilitas publik maka semakin tinggi pula pengawasan keungan daerah (APBD) yang 
dihasilkan. 
 
6. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Penggawasan APBD 
Partisipasi Masyarakat, berdasarkan uji statistik t diketahui bahwa tingkat signifikansi 
partisipasi masyarakat (PM) yaitu 0,016. Tingkat signifikansi variabel PM lebih kecil dari 0,05 
hal ini berarti bahwa secara parsial partisipasi masyarakat (PM) berpengaruh terhadap 
pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan hipotesis 
pertama (H2) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Manginte, dkk (2015) 
, Pramita dan Lilik (2010) , dan Mayasari (2012). 
Manginte (2015) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah motivasi 
masyarakat untuk bergabung atau mendukung kegiatan bersama, karena adanya insentif 
terhadap partisipasi yang dilakukan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa adanya keuntungan 
menjadi kunci dalam upaya memunculkan adanya partisipasi dan menjaga partisipasi  peran 
aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD akan semakin menunjang pengawasan 
yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila masyarakat 
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tidak ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan 
APBD akan semakin menunjang DPRD dalam hal pengawasan APBD. Semakin tinggi 
partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula pengawasan keungan daerah (APBD) yang 
dihasilkan. 
  
7. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan APBD 
Transparansi Kebijakan Publik, berdasarkan uji statistik t diketahui bahwa tingkat 
signifikansi trasnparansi kebijakan publik (TKP) yaitu 0,038. Tingkat signifikansi variabel TKP 
lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa secara parsial transparansi kebijakan publik (TKP) 
berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan hasil tersebut 
dapat disimpulkan hipotesis pertama (H3) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian Utami dan Syofyan (2013) , Coryanata Isma (2012). 
Utami dan Syofyan (2013) mengemukakan bahwa Transparansi merupakan prinsip 
yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi transparansi harus mengandung keterbukaan 
pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi 
oleh DPRD dan masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi telah mendorong berbagai 
pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih mendorong 
pemerintahan yang transparan.    
 
8. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan APBD 
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran. Berdasarkan uji statistik t diketahui bahwa 
tingkat signifikansi pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) yaitu 0,002. Tingkat 
signifikansi variabel PDTA lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa secara parsial 
pengetahuan dewan tentang anggaran (PDTA) berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 
daerah (APBD). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan hipotesis pertama (H4) 
diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliusman (2012) dan Aira  (2015).  
Aira (2015) mengemukakan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang 
anggran maka semakin tinggi pula pengawasan keungan daerah (APBD) dihasilkan. Tingkat 
pengetahuan yang didasarkan pada tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peranan 
DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan yang diukur dengan tingkat 
pendidikan berpengaruh terhadap kinerja dewan. Dimana untuk meningkatkan 
kemampuannya seorang anggota dewan diikutsertakan dalam seminar-seminar, workshop, 
pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah demi meningkatkan 




Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: 
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a. Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh hasil variabel akuntabilitas publik  
menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.010 < 0.05 (5% ) dan thitung >  ttabel 
sebesar 2.692 > 2.021 maka H1 diterima, yang artinya tingkat akuntabilitas publik  
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
b. Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh hasil partisipasi masyarakat menunjukkan 
nilai sig sebesar 0.016 < 0.05 (5%) dan thitung >  ttabel sebesar 2.528 > 2.021 maka 
H2 diterima, yang artinya tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
c. Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh hasil transparansi kebijakan publik 
menunjukkan nilai sig sebesar 0.038 < 0.05 (5%) dan thitung >  ttabel sebesar 2.150 > 
2.021 maka H3 diterima, yang artinya tingkat transparansi kebijakan public 
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). 
d. Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh hasil Variabel pengetahuan dewan tentang 
anggaran menunjukkan nilai sig sebesar 0.002 < 5%  (5%) dan thitung >  ttabel 
sebesar 3.383 > 2.021 maka H4 diterima, yang artinya tingkat pengetahuan dewan 
tentang anggaran  berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah 
(APBD). 
e. Hasil Koefisien Determinasi R2 diperoleh dalam analisis regresi berganda dengan 
angka koefisien determinasi adjusted-R2 sebesar 0.618 . Hal ini berarti bahwa 
61.8% variasi variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dijelaskan 
oleh variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan 
publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran, sedangkan sisanya yaitu 38.2% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
 
2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan 
bermanfaat bagi penelitian selanjutnya: 
a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah atau memperluas lokasi 
pengambilan sampel yang tidak hanya fokus di satu DPRD saja, namun sebaiknya 
dapat melakukan di beberapa daerah/kota sehingga diperoleh responden atau sampel 
yang lebih banyak, sedemikian rupa sehingga generalisasi hasil penelitian lebih baik 
b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan teknik pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara langsung ke anggota dewan dan diharapkan 
anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki. 
c. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lain, sehingga 










Novatiani, R Ait dan Nurmalita Lestari, 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat 
dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Kota DPRD 
Kota Bandung. Jurnal   
 
Manginte, dkk. 2015. Pengetahuan Anggaran Serta Peran Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan 
Publik Dan Budaya Politik Terhadao Pegawasan Keuangan Anggota DPRD (Studi Kasus di Jayapura). 
SNA XVIII 
 
Mayasari, Rosalina Pebrica, 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD 
Dengan Tata Pemerintah Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Jenius Vol.2 No.1 
 
Yuliusman, 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan 
DPRD Tentang Anggaran Dengan Pengawasan APBD (Survey Terhadap Anggota DPRD Provinsi 
Jambi). ISSN 0852-8349 
 
Pangesti, Iga Agustina, 2013. Analisis Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah 
(APBD) Dengan Menggunakan Variabel Moderating. AJJ 2(1) 
 
Tunggal, Alfines, 2013. Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. Jurnal. Universita Atma Jaya 
 
Utami, Kurnia dan Efrizal Syofyan, 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan       Tentang Anggaran Terhadap 
Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi 
Kebijakan Publik. Jurnal WRA, Vol.1, No.1 
 
Wijaya, Anim, 2011. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Hubungan Antara 
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. ASSETS Volume 1 
Nomor 2 
 
Pramita, Yulinda Devi dan Lilik Andriyani, 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang 
Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD 
Se-Karesidenan Kedu). Universitas Muhammadiyah Magelang, SNA XII 
 
Kurniawan, Arief, 2012. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas 
Publik, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD. Skripsi 
 
Ghozali, Imam,.2005, Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Badan Penerbit-
UNDIP 
 
_____________.2009, Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Badan Penerbit-
UNDIP 
 
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andy. Yogyakarta 
 
_________ , 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andy. Yogyakarta 
18 
 
Halim, Abdul, 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN 
 
Auditya, Lucy, 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik 
Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness Vol 3 No 1 
 
Winarna, Jaka dan Sri Murni, 2006. Pengaruh Personal Background, Political Backgraound, dan Pengetahuan 
Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. SNA X. 
Makasar 
 
Mardiasmo, 2003. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik. Majalah 
Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Yogyakarta 
 
Juliastuti, Ayu, 2013. Pengaruh Akumtabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan 
Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan 
Daerah ( Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat ). Skripsi. Universitas Negeri 
Padang 
 
